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ABDUL LATIEF : 2015. Peran Pemerintah Daerah dalam 
Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. 
A. Gau Kadir, MA dan Dr. A. M. Rusli, M.Si. 
 
Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam 
merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu sistem yang 
diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan 
dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi 
semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkan 
kehilangan nyawa sekaligus. Oleh karena itu, antisipasi sejak dini sangat 
penting untuk lebih ditingkatkan lagi. Selain pemerintah daerah, 
masyarakat juga memiliki hal penting dalam berpartisipasi untuk ikut 
memberdayakan kehidupannya. Agar rasa aman dan antisipasi 
masyarakat rawan berdampak resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut 
peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan 
tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana alam 
di Kota Palopo. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan 
kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 10 
(sepuluh) orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa 
informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah 
yang di teliti, antara lain : Kepala Pelaksana dan anggota Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretaris dan Staf 
Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat yang 
tidak lain korban bencana banjir itu sendiri. Data yang dikumpulkan 
dengan menggunakan instrument berupa : Observasi dan dokumentasi 
serta dikembangkan dengan Wawancara terhadap informan. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam 
penanggulangan bencana alam di Kota Palopo bisa dikategorikan baik, 
karena berdasarkan dari penuturan masyarakat yang menjadi korban 
bencana banjir itu sendiri yang merasakan program-program yang telah 
pemerintah daerah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif 
dilakukan dengan baik sebelum terjadi bencana banjir. Begitu juga dengan 
hubungan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam 
menanggulangi resiko banjir terjalin sangat baik dengan ikut serta 
berpartisipasi dan aktif dalam melibatkan diri dalam persiapan dan 
penanganan ketika bencana. 
 
Kata kunci : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 








ABDUL LATIEF : 2015. Role of Local Government in Natural 
Disaster Management in Palopo City. Guided by Dr. H. A. Gau Kadir, MA 
and Dr. A. M. Rusli, M.Si. 
 
The role of local government in disaster management is an 
obligation for the government and is a system that required each region as 
an organ that involves the safety and security of the person. However, in 
anticipation of all that before going on to cause material loss and even loss 
of life as well. Therefore, early anticipation very important to be further 
enhanced. In addition to local governments, communities also have 
important things in participating to join empower life. In order for the public 
safety and the anticipated impact of disaster risk prone. Based on the 
researchers are encouraged to try to describe and explain the role of local 
government in natural disaster management in Palopo city. 
 
This research is qualitative research (explaining object condition 
by means of scientific methods) with the informant as much as ten (10) 
persons were selected based on the view of the authors that the informant 
has the knowledge and information about the problems examined, among 
others: the Chief Executive and members Regional Disaster Management 
Agency (RDMA), Secretary and staff Districts, Community Leaders, Youth 
Leaders, and other communities do not flood victims themselves. Data 
were collected using the instrument in the form of: Observation and 
documentation developed informant interviews. 
 
These results indicate that the government's role in disaster 
management in Palopo can be categorized as good, because it is based 
on the narrative of the people who became victims of the flood disaster 
itself felt programs that have been implemented as well as the 
preparedness of local government very intensively done well before the 
floods. So is the government's relationship with the community 
cooperation in tackling the risk of flooding is very well established with 
participating participate and involve themselves actively in the preparation 
and handling when disaster. 
 
Keywords: Regional Disaster Management Agency (BPBD), Local 
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A. Latar Belakang  
Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai forcemajore 
yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, 
untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan 
kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. 
Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki 
oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena 
mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko 
terhadap bencana. 
Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia 
adalah banjir. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana 
banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana 
banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas 
normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah 
manusia  berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat 
(permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, 
penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, 
pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir sehingga dibentuk 






Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan 
bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. 
Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. 
Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat 
(emergency response) (Depkominfo, 2007: 12). 
Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 
penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari 
pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang 
terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus 
segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih 
banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian 
anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara 
yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi 
seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana. 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan 
penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena 
pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam 
penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan 
bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap 





Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 
tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang 
diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 
tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga 
Asing Non Pemerintah. 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah 
dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan 
penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana. 
Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, 





pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan 
bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang 
bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. 
Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu 
disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana 
secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan 
berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan 
bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional 
mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan 
mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan 
penanggulangan bencana didaerah.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 
mengambil judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan 
Bencana Alam di Kota Palopo”  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di  
Kecamatan Wara Kota Palopo? 
2. Bagaimana hubungan kerjasama pemerintah dengan masyarakat 







C. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di 
Kecamatan Wara Kota Palopo. 
2. Untuk mengetahui hubungan kerjasama pemerintah dengan 
masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan 
Wara Kota Palopo. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai 
bagaimana strategi peran pemerintah daerah dalam 
penanggulangan bencana alam. 
1.4.2. Manfaat Metodologis 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah 
yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian 
iImiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peran pemerintah 







1.4.3. Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi 
masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam 
penanggulangan resiko bencana alam, terkhusus bagi pemerintah 
daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka 
penanggulangan bencana alam. 
 
1.5. Kerangka Konseptual 
Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat 
penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu daerah maupun 
instansi tertentu. Oleh karena itu,  satuan unit yang bekerja khusus dalam 
bidang pekerjaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam harus 
bekerja dengan displin, efisien dan efektif. Dengan demikian, pemerintah 
daerah dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan dirasakan 
kinerjanya oleh masyarakat yang ada di daerahnya. 
Tidak terlepas dari itu penulis dalam penelitian ini, ingin 
mengungkapkan secara pasti apa yang mengakibatkan sering terjadi 
bencana banjir,  maka dari itu peneliti membuat kerangka pemikiran 





















1.6. Metodelogi Penelitian 
1.6.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan sampai selesai dan berlokasi di 
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 
Palopo dan Kecamatan Wara Kota  Palopo. 
Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui kinerja 
pemerintah daerah tentang penanggulangan resiko bencana banjir di 
























1.6.2. Jenis dan Tipe Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu 
metode penelitian yang digunakan adalah penekanan pada 
observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya adalah 
gambaran kondisi objektif secara ilmiah, dimana peneliti adalah 
instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna  dari pada generalisasi. 
Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif yakni 
suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara 
objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan 
dari penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai 
situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari kondisi bencana di 
Kecamatan Wara Kota Palopo. 
1.6.3. Informan 
Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan 
menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer 
melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Target peneliti 
yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah betul-betul 
warga yang terlibat langsung dalam kejadian bencana.  Dalam  hal 





1. Kepala  Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo. 
1 orang 
2. Anggota Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Palopo. 
3 orang 
3. Sekertaris Camat Wara.Kota Palopo 1 orang 
4. Staf Kecamatan Wara.Kota Palopo 1 orang 
5. Tokoh Masyarakat 1 orang 
6. Tokoh Pemuda 1 orang 
7. Masyarakat korban Bencana Banjir 2 orang 
1.6.4. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut 
penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan 
gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data 
yang digunakan, antara lain : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dan hasil 
wawancara dari beberapa informan, serta dokumentasi dan 
observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari 
bahan bacaan atau dokumentasi  yang berhubungan dengan 
objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku paket, jurnal, 
undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya 






1.6.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam 
melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah : 
a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek 
penelitian. 
b. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara 
bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan 
langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti 
bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan 
jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 
c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data 
tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan 
membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, 
undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya 
dengan masalah yang diteliti. 
1.6.6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah 
data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan 
sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam 





komponen pokok, menurut Miles dan Huberman yang dikutip 
Sugiono (2007: 49), keempat komponen tersebut yaitu : 
1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 
maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 
standar data yang ditetapkan. 
2. Reduksi data 
Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data 
yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang 
hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa 
sehingga kesimpulan peneliti dapat dilakukan. 
3. Sajian data 
Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang 
memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita 
sistematis dan logis makna peristiwanya menjadi dipahami. 
4. Penarikan kesimpulan 
Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai 
mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat 
peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga 






1.6.7. Defenisi Operasional 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan 
penelitian, maka perlu adanya batasan penelitian dan fokus 
penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator, sebagai 
berikut.: 
1. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Resiko Bencana Alam 
Peran pemerintah daerah khususnya Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  dalam menanggulangi 
resiko bencana banjir harus mempunyai kemampuan seperti : 
i. Perencanaan dan persiapan respons bencana. 
ii. Bantuan koordinasi. 
iii. Kebijakan rekontruksi dalam mengatasi bencana. 
2. Kebijakan Pemerintah Daerah 
Kebijakan pemerintah daerah yaitu membuat peraturan 
daerah tentang penanggulangan bencana. 
3. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dalam Menanggulangi 
Resiko Bencana Alam 
Kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam 










4. Konsep Peran Pemerintahan 
a. Konsep Peranan 
Peranan berasal dari kata peran yang berarti sesuatu yang 
menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan 
atau role juga diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dari 
oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan 
dengan status sosial tertentu. Melihat pengertian ini, jika dikaitkan 
dengan pengertian peranan dalam pemerintahan daerah adalah 
tugas dan wewenang pemerintah kecamatan sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai. Untuk itu agar pemerintah dapat melaksanakan 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka harus 
menjalankan peranannya. Hal ini senada dengan apa yang 
dikemukakan oleh Soerjono (2002: 243). Peranan adalah aspek 
dinamis dari  keduduakan   tertentu (status) apabila seseorang 
melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan 
kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan peranannya. 
Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono (2002: 
200), Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 
dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, 






atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini 
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 
seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 
Akan tetapi biasanya dalam suatu organisasi dibentuk suatu 
kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia 
dan satuan kerja tersebutlah yang secara fungsional 
bertanggungjawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan 
mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya 
manusia. Terdapat dua alasan kuat mengapa satuan kerja fungsional 
demikian perlu dibentuk. Pertama, meskipun bahwa setiap manajer 
yang bersangkutan diserahi tugas dan tanggungjawab 
melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, baik sifatnya tugas pokok 
maupun tugas penunjang, sehingga perhatian utamanya ditujukan 
kepada tanggungjawab fungsional itu. Kedua, dewasa ini 
manajemen sumber daya manusia mutlak perlu ditangani secara 
profesional oleh tenaga-tenaga spesial karena hanya dengan 
demikianlah manajemen sumber daya manusia yang sangat 
kompleks itu dapat ditangani dengan baik. (Siangian, 2001: 31). 
Dari beberapa uraian diatas bahwa peranan merupakan 
perilaku, tugas yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Oleh 
karena itu, dalam konteks pembahasan ini maka peranan 
dimaksudkan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif 





terhadap penanggulangan bencana banjir di Kota Palopo dalam 
rangka terwujudnya sebagai kota indah, aman, damai. 
b. Konsep Pemerintah 
Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola 
kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan 
koordinasi pemerintahan serta pembangunan  masyarakat dari 
lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan (Rasyid, 2011: 2). 
Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk menjaga 
suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat 
tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan 
perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan 
meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah 
menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, pada 
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah 
tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani 
masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 
anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi 
kemajuan bersama (Rasyid, 2011: 13). Osborne dan Geabler yang 
dikutip Rasyid (2011: 19), menyatakan bahwa pemerintah yang 
demokratis lahir untuk melayani warganya karena itulah tugas 






Demikian dengan lahirnya pemerintahan dapat memberikan 
pemahaman terhadap kehadiran suatu pemerintahan merupakan 
manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat 
baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje dalam kutipan 
Hamdi (1999: 52) yang dikutip kembali Safiie (2007: 13) menegaskan 
bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang 
mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan 
memimpin pelayanan umum. Definisi ini menggambarkan bahwa 
pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mencakup 2 (dua) unsur 
utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan 
umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan 
umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusian. Kedua, 
bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya 
mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya 
mendekati masyarakat oleh para pengurus dengan pendekatan 
terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat dan 
permasalahan psikologi sosial. 
2.1.2.1. Tugas dan Fungsi Pemerintah  
Menurut Kaufman (Thoha, 1995: 101) menyatakan bahwa 
tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, 
kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih 
menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, 





publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan 
power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.  
 Sementara menurut Rasyid (2011: 13) bahwa secara umum 
tugas-tugas pokok pemerintah yaitu : (1) Menjamin keamanan  
negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga 
agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. 
(2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan 
diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi 
di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. (3) Menjamin 
diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa 
membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan 
mereka. (4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan 
dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga 
non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 
pemerintah. (5) Melakukan upaya-upaya yang meningkatkan 
kesejahteranan sosial, misalnya : membantu orang tidak mampu dan 
memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung 
serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang 
produktif dan semacamnya. (6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang 
menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan ekononi 
yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju 





perdagangan domestik dengan antar bangsa, serta kebijakan lain 
yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi 
negara dan masyarakat. (7) menerapkan kebijakan untuk 
memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, 
tanah dan hutan. 
Menurut Ndraha (2001: 85) yang dikutip Safiie (2007: 16), 
fungsi pemerintahan terdapat ada 2 (dua) macam fungsi, yaitu : (1) 
Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (service), 
sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan 
civil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara 
pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan 
demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan 
pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk 
mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber 
daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung 
oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan 
norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. 
Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa 
mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat 
akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk 
mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya 





Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah 
adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik 
dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 Pasal 1 
ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah adalah 
peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah 








c. Manajemen Penanggulangan  dan Pencegahan Bencana 
Kerusakan lingkungan semakin hari semakin terlihat begitu 
jelas. Perlu kita memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk 
memperbaiki lingkungan kita agar terciptanya ketertiban, kebersihan 
dan keindahan. Langkah awal melakukan perbaikan dapat dilakukan 
dengan cara memperhatikan keadaaan lingkungan sekitar kita baru 
di lingkungan nasional. 
Menurut Nurjanna, dkk (2010: 56), upaya-upaya 
penanggulangan bencana, yaitu : 
1). Mitigasi 
Mitigasi dapat juga diartikan sebagi penjinak bencana 
alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik 
bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi 
bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang 
kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non 
fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam. 
2). Menempatkan korban di suatu tempat yang aman 
Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah 
hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang 
ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, 
di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, 
menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai tanggungjawab 





berada dalam wilayah kewenangan dari ancaman dengan 
memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko 
bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan 
mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti : 
a. Membentuk Tim Penanggulangan Bencana. 
b. Memberikan penyuluhan-penyuluhan. 
c. Merelokasi korban secara bertahap. 
Menurut Ramli (2010: 56), upaya-upaya pencegahan 
ancaman alam yaitu : 
1. Membuat Pos Peringatan Bencana  
Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan 
adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah 
yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali 
menempati tempat tinggalnya atau tidak. 
2. Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin 
Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan 
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestariaan  
lingkungan hidup. Asal masyarakat menaatinya, berarti setidaknya 
kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan 
masyarakat juga harus disiplin. 
3. Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup 
Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia 





diselenggarakan lebih dari dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di 
Yokohama, Jepang. Forum ini, pada masa itu merupakan forum 
terbesar tentang bencana alam yang pernah diselenggarakan 
sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta hadir yang 
berasal dari 148 negara. 
d. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan  Bencana 
Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup 
besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan 
itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan 
koordinasi, kebijakan rekontruksi dan mengatasi masalah populasi. 
Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen 
bencana dapat melakukan koordinasi yang baik.  
Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, 
pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon 
bencana alam. 
Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya 
pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas 
manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah lokal. 
Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah lokal sebagai level 
pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk 
meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan 
komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara 





Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana 
difokuskan pada pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu : 
1. Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal. 
2. Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen 
bencana. 
3. Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah. 
4. Kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal. 
Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana diwilayah 
lokal merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen  bencana.  
e. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 
Dalam penanganan bencana peran masyarakat menjadi 
elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata 
sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu 
besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat 
diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan 
dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian. 
 
2.2. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Lingkungan Hidup 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana lingkungan 
hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, 





yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain.  Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan 
bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 
Sumber Daya Alam (SDA) seperti air, udara, tanah, hutan dan 
lainnya merupakan sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup 
mahkluk hidup termasuk manusia. Bahkan, Sumber Daya Alam (SDA) ini 
tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat 
memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. 
Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan Sumber 
Daya Alam (SDA) tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak 
pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan Sumber Daya Alam 
(SDA) misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air dan sebagainya. 
Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah lazimnya 
menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai 
tindak lanjut pengarahan dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat 
dicapai agar ditaati masyarakat. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup mendasari kebijaksanaan lingkungan di 





pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (Instrumenten 
Van Beleid). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan 
mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. 
Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (Juridische Milieubeleids 
Instrumenten) ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang 
bersifat pencegahan, atau setidak-tidaknya pemulihan, sampai tahap 
normal kualitas lingkungan. Adapun arah kebijakan lingkungan hidup 
terbagi atas: 
1. Arah kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup dalam GHBN 2011-2014 dalam kutipan Basyar (2002: 2) : 
a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya 
agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahtraan rakyat bagi 
generasi ke generasi. 
b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan 
lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan 
penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi rumah 
lingkungan. 
c.  Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian 
kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam 






d. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan 
hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan 
undang-undang. 
e. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan  
keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang 
berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal 
serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur oleh undang-
undang. 
2. Kebijakan sumber daya alam dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Pasal 1 ayat (2) tentang 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya  Alam.: 
1). Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber 
daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang 
berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 
ketetapan ini. 
2). Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam 
melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber 





3). Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat 
mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong 
terwujudnya tanggungjawab sosial untuk menggunakan teknologi 
ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional. 
4). Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber 
daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah 
dari produk sumber daya alam tersebut. 
5). Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang 
timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di 
masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum 
dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud 
Pasal 5 ketetapan ini.  
6). Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan 
pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan 
kondisi daerah maupun nasional. 
3. Kebijakan pengembangan sumber daya alam bagi pembangunan 
berkelanjutan (Ramdhani, 2013) : 
Reformasi pengelolaan sumber daya alam sebagai prasyarat 
terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat dinilai lebih baik 
apabila terumuskan parameter yang memadai. Secara implementatif, 





1). Desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup dengan mengikuti prinsip dan pendekatan ekosistem bukan 
administratif. 
2). Kontrol sosial masyarakat dengan melalui pengembangan 
transparansi proses pengembalian keputusan dan peran serta 
masyarakat. Kontrol sosial ini dapat dimaknai pula sebagai 
partisipasi dan kedaulatan yang dimiliki (sebagai hak) rakyat. Setiap 
orang secara sendiri-sendiri maupun kelompok memiliki hak yang 
sama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, 
pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pada pengelolaan dan 
pelestarian pada pengembangan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup. 
3). Pendekatan utuh menyeluruh komprehensif dalam pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada parameter ini, 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus 
menghilangkan pendekatan sektoral, namun berbasis ekosistem dan 
memperhatikan keterkaitan dan saling ketergantungan antara faktor-
faktor pembentuk ekosistem dan antara satu ekosistem dengan 
ekosistem lainnya. 
4). Keseimbangan antara eksploitasi dengan konservasi dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga tetap 





5). Rasa keadilan bagi rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup. Keadilan ini tidak semata bagi generasi 
sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang sesudah kita yang 
memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik. 
 
2.3. Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dalam 
Menanggulangi Banjir 
Dalam menanggulangi bencana banjir, pemerintah daerah terkait 
untuk meminimalisir terjadinya banjir. Efektivitas suatu kebijakan 
pemerintah tidak akan berarti apabila mengenai bencana banjir dan 
masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut dari pemerintah. 
Pemerintah sebagai pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat 
dalam mengatasi banjir. Pemerintah harus melakukan hal-hal yang 
mengurangi banjir seperti, membuat waduk yang dapat menampung air 
hujan dan menyediakan tempat sampah agar masyarakat tidak 
membuang sampah sembarangan serta masyarakat juga harus 
mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan. Pemerintah dan 
masyarakat dapat bekerjasama untuk menanggulangi banjir dan 








2.4. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah 
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda dan dampak psikologis.  
Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) yang dikutip 
Wijayanto (2012), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap 
masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan 
baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana 
dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna 
mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut 
Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah 
kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah 
manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan 
teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu 
maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.  
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), 
(3) dan (4) tentang penanggulangan bencana, bencana dikelompokkan 
kedalam tiga (3) kategori, yaitu : 
1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 





gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan 
dan tanah longsor. 
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal 
teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. 
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan 
teror. 
Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena 
interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Menurut 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) tentang 
Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau 
peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan pada ayat (14), 
kerentanan terhadap dampak atau resiko/rawan bencana adalah kondisi 
atau karateristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, 
ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat pada suatu 
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 
masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan 







Menurut Paripurno (2011), bahwa sumber ancaman bencana 
dapat dikelompokkan ke dalam empat sumber ancaman,yaitu : 
1. Sumber ancaman Klimatologis, adalah sumber ancaman yang 
ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya 
curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta 
beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan 
iklim dan cuaca. Contoh : banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai dan 
badai. 
2. Sumber ancaman Geologis, adalah sumber ancaman yang terjadi oleh 
adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk 
dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi, adalah beberapa 
contoh kondisi dan dinamika bumi. Contoh : letusan gunung api, gempa 
bumi, tsunami dan tanah longsor. 
3. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber 
ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan 
pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang 
ditimbulkan atau dapat pula akibat proses persiapan produksi. Contoh : 
kebocoran reaktor nuklir, pencemaran limbah dan semburan lumpur. 
4. Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman. Perilaku 
atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan 
sumber daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat 





dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh : konflik bersenjata dan 
penggusuran. 
Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian 
bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, 
kerusakan pada infrakstruktur/aset, lingkungan/ekosistem, harta benda, 
penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil 
pembangunan dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat 
menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak 
bencana tergantung pada tingkat ancaman (hazard), kerentanan 
(vulnerability) dan kapasitas/kemampuan (capacity)  untuk menanggulangi 
bencana. Semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar 
peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi 
tingkat kerentanan terhadap bencana, semakin besar peluang dampak 
yang ditimbulkan bencana. 
Demikian pula, semakin rendah kemampuan dalam 
menanggulangi bencana, semakin besar peluang dampak yang timbul 
akibat bencana. Kerentanan dan kapasitas/kemampuan adalah analog 
dengan dua sisi mata uang. Untuk menurunkan (tingkat) kerentanan 
dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas/kemampuan. Dengan 
kata lain, meningkatnya kapasitas/kemampuan akan dapat menurunkan 
(tingkat) kerentanan (fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan). Besar dampak 





bencana yang datangnya secara tiba-tiba dan bencana yang terjadi 
secara perlahan- lahan. 
Menurut Bensoon dan Clay  (2004) yang dikutip Supriyatna 
(2011), dampak  bencana dibagi 3 (tiga) antara lain : 
1. Dampak Langsung, meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset 
ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan  
tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya. 
2. Dampak tidak langsung, meliputi berhentinya proses produksi, 
hilangnya output dan sumber penerimaan. 
3. Dampak sekunder atau dampak lanjutan (secondary impact).  Contoh: 
terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana 
pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca 
pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain. 
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana, terdapat hukum dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Didalam 
Undang-Undang tersebut  tidak  dikenal istilah  Manajemen Bencana 
(Disaster Management), melainkan Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana, yang dalam bahasa Inggris juga disebut Disaster Management. 
Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat 
perubahan pandangan dalam penanggulangan bencana dari responsif ke 
pengurangan resiko dan kesiapsiagaan, terintegrasikannya 





(nasional/daerah), penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan 
dibiayai dari anggaran pembangunan pemerintah/pemerintah daerah dan 
adanya kelembagaan yang kuat serta diaturnya hak dan kewajiban rakyat. 
Secara garis besar, materi yang terkandung dalam undang-
undang tersebut meliputi tahapan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana melalui tiga fase/tahapan beserta kegiatannya, perencanaan dan 
pendanaan serta peran lembaga kebencanaan dengan kewenangan 
menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan. 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang 
Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pemerintah dan pemerintah 
daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, tanggungjawab pemerintah tersebut meliputi : 
(a) pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko 
bencana dengan program pembangunan, (b) perlindungan masyarakat 
dari dampak bencana, (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan 
pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar 
pelayanan minimun, (d) pemulihan kondisi dari dampak bencana, (e) 
pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai, (f) 
pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana 
Siap Pakai (DSP) dan (7) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan 
kredibel dari dampak dan ancaman bencana.  Adapun pada Pasal 7 ayat 





penanggulangan bencana dengan kebijakan pembanguan nasional, (b) 
pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur 
kebijakan penanggulangan bencana, (c) penetapan status dan tingkatan 
bencana nasional dan daerah, (d) penentuan kebijakan kerjasama dan 
penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-
pihak internasional lain, (e) perumusan kebijakan tentang penggunaan 
teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya 
bencana, (f) perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan 
pengurangan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk 
melakukan pemulihan dan (g) pengendalian pengumpulan dan penyaluran 
uang atau barang yang berskala nasional. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  Pasal..33 
tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan Manajemen Bencana 
dilaksanakan melalui tiga fase/ tahapan pada fase prabencana yang 
dilakukan melalui Manajemen Resiko Bencana, kegiatan pada saat 
tanggap darurat yang dilakukan melalui Manajemen Kedaruratan dan 
kegiatan pada fase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan melalui 
Manajemen Pemulihan. Tiga fase tersebut adalah 4 (empat) tahapan 
Siklus Manajemen Bencana yang kita kenal selama ini (pencegahan dan 
mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan). 
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga 
mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana 





Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima (5) 
sub sistem, yaitu : 
a. Legitimasi 
Legistimasi berkaitan dengan peraturan perundangan-
undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga 
tingkat masyarakat/komunitas. Arti penting legistimasi antara lain : 
1). Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan 
kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain. 
2). Menempatkan tanggungjawab secara formal  sehingga 
mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan 
perlindungan dari negara/rakyat dari bencana. 
3). Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga 
dalam penanggulangan bencana. 
4). Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau 
organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana. 
b. Kelembagaaan 
Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat 
dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan 
tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun 
vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang 
bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca 





tingkat pusat. Termasuk penerapan Incident Command System (ICS)  
dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana. 
c. Perencanaan  
Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke 
dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana 
aksi (nasional/daerah) dalam pengurangan resiko bencana. 
Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah 
(sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh 
BNPB/BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang 
resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan 
dokumen resmi yang berisi program/kegiatan penanggulangan 
bencana. Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. 
d. Pendanaan 
Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan 
penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, 
berupa : 
1). Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APBN/APBD) 
untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama 
untuk kegiatan pengurangan resiko bencana. 
2). Dana Kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan 






3). Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusian (relief) pada saat terjadi 
bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat. 
4). Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitas dan 
rekonstruksi pasca bencana di daerah. 
5). Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri 
maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha/sektor 
swasta sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang didalamnya 
termasuk untuk penanggulangan bencana. 
e. Peningkatan Kapasitas 
Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan 
meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang 
memiliki kapasitas untuk tangguh manghadapi ancaman bencana. 
Sasaran akhirnya adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, 
siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan 
(minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit 
kembali dari dampak bencana. Banyak program/kegiatan yang dapat 
dilakukan, antara lain : 
a. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa. 
b. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan 
pemulihan). 
c. Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan 






Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam 
merespons persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi 
berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan 
tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan 
program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional 
penanggulangan bencana dituang dalam Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan  
Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan 
Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta 
Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana. 
Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang 
mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 
yaitu BNPB. BNPB adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas 
pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD. 
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang 
Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB mempunyai tugas, 





1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 
penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil 
dan setara. 
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
3. Menyampaikan  informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 
masyarakat. 
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 
Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap 
saat dalam kondisi darurat bencana. 
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan 
nasional dan internasional. 
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggraan yang diterima dari 
Anggaraan Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 








Dalam tugas tersebut, BNPB menyelenggarakan fungsi 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2007 Pasal 13 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu : (1) Perumusan 
dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan 
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. (2)  
Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 
secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sedangkan pada Pasal 18 
ayat (2), pemerintah daerah membentuk BPBD, yang terdiri dari : (a) 
Badan pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh pejabat setingkat di 
bawah gubernur, dan (b) Badan pada tingkat kabupaten/kota yang 
dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota. 
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang 
Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas : (a) Menetapkan 
pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah 
dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup 
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi 
secara adil dan setara, (b) Menetapkan standardisasi serta kebutuhan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, (c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan 
peta rawan bencana, (d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap 
penanganan bencana, (e) Melaksanakan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana pada wilayahnya, (f) Melaporkan 





sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 
bencana, (g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau 
barang, (h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 
diterima dari APBD, dan (i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan 









GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
3.1. Deskripsi Umum Kota Palopo 
3.1.1. Sejarah Singkat Kota Palopo. 
Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratip (Kotip) 
Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 42 Tahun 1986. 
Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi 
bergulir dan melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, telah membuka 
peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah 
memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya 
menjadi sebuah daerah otonom.  
Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, 
bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan 
status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan 
peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota 
Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat 
Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM tanggal 9 Januari 2001, Tentang 
Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, 
Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 tanggal 7 






Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi. Surat Gubernur Propinsi 
Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 
Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo 
keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 
29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo. Hasil Seminar Kota Administratip Palopo 
Menjadi Kota Palopo, surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, 
Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan 
Organisasi Profesi pula dibarengi oleh Aksi Bersama LSM 
Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo, lalu kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.  
Akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri 
meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi 
wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada jalur 
trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan 
terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, 
Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung 
sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi 
Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana 
telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotip Palopo 






Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah 
perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tanganinya 
prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi 
Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan 
bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis 
tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. 
Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo 
hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan 
dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota 
Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan 
pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada 
tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan 
menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.  
Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. 
Tenriadjeng, M.Si yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota 
(Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama 
kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai Walikota 
defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk 
memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus 





Kemudian pada periode kedua, beliau terpilih kembali memimpin 
Kota Palopo Periode 2008-2013.  Tahun 2014, Kota Palopo dipimpin 
oleh Bapak Drs. H. M. Judas Amir, MH. untuk  Periode 2013-2018. 
3.1.2. Kondisi Geografis 
 Kota Palopo secara geografis terletak antara 2o53’15’’-
3o04’08’’ Lintang Selatan dan 120o03’10’’- 120014’34’’ Bujur Timur. 
Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari 
empat daerah otonom di Tanah Luwu.  Adapun Batas-Batas wilayah 
Kota Palopo, sebagai berikut  : 
 Sebelah Utara : Walenrang Kabupaten  Luwu 
 Sebelah Timur : Teluk Bone 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Bua Kabupaten Luwu 
 Sebelah Barat: Kecamatan.Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja 
3.1.3. Luas Wilayah 
Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 km2 
atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi 
Selatan.  
3.1.4. Ketinggian 
Secara administratif Kota Palopo terbagi atas 9 Kecamatan 
dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan 
daratan rendah, sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang 
terletak di pesisir pantai sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo  





Timur, Bara dan Telluwanua. Dan  daerah dataran rendah dengan 
ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada 
ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14,00 persen yang terletak diatas 
ketinggian lebih dari 1000 m. Ada tiga Kecamatan yang sebagian 
besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu Kecamatan 
Sendana, Kecamatan Mungkajang dan kecamatan Wara Barat. 
3.1.5. Keadaan Penduduk. 
Penduduk Kota Palopo tercatat sebanyak 172.332 jiwa, 
secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 86.401 jiwa laki-
laki dan 85.931 jiwa perempuan.  
Tabel 3.1 
Jumlah Penduduk Kota Palopo Menurut Kecamatan di Kota 
Palopo Tahun 2010 
 
No. Kecamatan 
Jenis Kelamin Jumlah 
Penduduk L P 
1 Wara Selatan 5.624 5.762 11.386 
2 Sendana 3.733 3.561 7.294 
3 Wara 18.033 18.154 36.187 
4 Wara Timur 17.571 17.615 35.186 
5 Mungkajang 4.596 4.485 9.081 
6 Wara Utara 10.534 10.649 21.183 
7 Bara 12.835 12.821 25.656 
8 Telluwanua 7.278 6.934 14.212 
9 Wara Barat 6.917 5.950 12.147 
Total 86.401 85.931 172.332 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tahun 2010. 
 
Pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa penyebaran penduduk 
di Kota Palopo di setiap Kecamatan, Jumlah penduduk menurut 






3.1.6. Kondisi Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kota Palopo pada dasarnya merupakan 
masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya, bersifat heterogen 
dan menghargai kemajemukan dengan pola hidup perkotaan. Dilihat 
berdasarkan agama yang dianut, penduduk Kota Palopo mayoritas 
beragama Islam. 
3.1.7. Sarana dan Parasana 
3.1.7.1. Keagamaan 
Fasilitas peribadatan merupakan sarana penunjang 
yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan keagamaan dan 
ritual bagi masyarakat. Jumlah dan Jenis fasilitas 
peribadatan di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini. 
Tabel 3.2 





Jumlah (Unit) Presentase () 
1. Mesjid 155 68,58 
2. Mushalla/Langgar 7 3,10 
3. Gereja 61 26,99 
4. Pura 1 0,44 
5. Vihara 2 0,88 
Jumlah 226 100 
Sumber : www.palopokota.go.id 
 
Dalam rangka menciptakan dan mempertahankan 
suasana yang kondusif dan hubungaan harmonis pemeluk 
agama, maka Pemerintah Kota Palopo telah membentuk 





Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Muspida 
Kota Palopo sebagaimana terealisasi melalui Pembentukan 
Forum Komunikasi  Masalah Aktualisasi yang melibatkan 
semua unsur Muspida dan Unit Kerja terkait, berdasarkan 
SK. Walikota Palopo Nomor : 163/III/2006 tanggal 18 Maret 
2006. 
3.1.7.2. Pendidikan 
Strategi pembangunan Kota Palopo adalah kota tujuh 
Dimensi, dengan menempatkan prioritas pertama adalah 
sebagai Kota Religi dan yang kedua adalah Kota Pendidikan, 
seperti dengan daerah lainnya juga mengutamakan 
pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam 
meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan 
oleh berbagai upaya telah dilakukan oleh PEMKOT Kota 
Palopo dalam pelaksanaan pembangunan dengan 
mengutamakan sektor pendidikan dari sektor lainnya. 
Tabel 3.3 
Fasilitas Pendidikan di Kota Palopo 
 




1. TK Negeri/Swasta 38 21,23 
2. SDN/Swasta/MI 75 41,90 
3. SLTP/Swasta/MTs 22 12,22 





Jumlah 179 100 







Upaya untuk memenuhi pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat ditentukan oleh jumlah dan kualitas 
pelayanan fasilitas kesehatan. Jumlah dan kualitas 
pelayanan yang dimaksud berkaitan dengan jumlah fasilitas, 
jangkaun, pelayanan, tenaga dan peralatan medis. Fasilitas 
kesehatan yang ada di Kota Palopo dapat tabel berikut. 
Tabel 3.4 
Fasilitas Kesehatan di Kota Palopo 
Tahun 2010 
 





1. Rumah Sakit 4 2,22 
2. Puskesmas 9 5 
3. Pustu 25 13,89 
4. Rumah Sakit Bersalin 2 1,11 
5. Apotik/Toko Obat 37 20,56 
6. Dokter Praktek 55 30,56 
7. Posyandu 48 26,67 
Jumlah 180 100 
Sumber : www.palopokota.go.id 
 
3.1.8. Kondisi Pemerintahan 
Pelayanan pemerintahan Kota Palopo dari tahun ketahun, 
mengalamai peningkatan yang cukup pesat, terlihat dari responsifitas 
pemerintah terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat untuk 
meningkatkan efesiensi pelayanan umum pemerintah, sehingga 
tahun 2006 administrasi pemerintahan dimekarkan dari 4 Kecamatan 





berdasarakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palopo. 
Disamping itu sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas 
pelayanan perizinan, pemerintah Kota Palopo juga pada tahun 2007 
telah melakukan pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(KPTSP) Kota Palopo sebagai upaya untuk memantapkan pelayanan 
dan menunjang Visi Kota Palopo “Menjadi Salah Satu Kota 
Pelayanan Jasa Terkemuka  di kawasan   Timur  Indonesia”. 
3.1.9. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota Palopo 
Pemerintah kota Palopo melaksanakan pembangunan 
dengan Visi, misi dan strategi, sebagai berikut:  
Visi  :  
“Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka   
di kawasan Timur  Indonesia”. 
Misi : 
Menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayan 
jasa terbaik dibidang pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan. Menciptakan suasana Kota Palopo sebagai Kota 
yang damai aman dan tentram bagi kegiatan politik, ekonomi, sosial 








Strategi Pembangunan Kota Palopo : 
Strategi Pembangunan Kota Palopo yang dikenal dengan 
nama 7 (tujuh) dimensi pembangunan Kota Palopo, antara lain :  
1. Kota Religi 
Terciptanya suasana damai, aman dan tentram bagi 
pemeluk agama untuk menjalankan dan mengembangkan syariat 
agamanya masing-masing.  
2. Kota Pendidikan dan Tujuan Pendidikan 
Terciptanya sumber daya manusia Kota Palopo yang 
handal, terampil professional dan mandiri dalam menggali, 
mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi demi kesejahteraan umat manusia dan alam sekitarnya. 
3. Kota Olahraga  
Terciptanya sumber daya manusia masyarakat Kota 
Palopo yang sehat rohani dan jasmani melalui kegiatan olahraga 
yang terprogram dan terarah, serta melahirkan atlet-atlet olahraga 
yang berprestasi tingkat lokal, regional, nasional dan 
internasioanal.  
4. Kota Adat/Budaya. 
Terciptanya kegiatan pengajian dan pengembangan adat 
dan budaya Luwu dalam etika bermasyarakat  dalam memelihara 






5. Kota Dagang. 
Terciptanya Kota Palopo sebagai Kota pelayanan jasa 
perdagangan yang tertib, aman dan simpatik penuh kemudahan 
yang di minati oleh dunia perdagang lokal, regional, nasional dan 
internasional. Mendorong gairah pelaku ekonomi dalam 
menanamkan dan mengembangkan investasi di Kota Palopo.  
6. Kota Industri. 
Menciptakan karakter masyarakat yang berorientasi pada 
produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber lokal serta 
menfasilitasi lahirnya sentra-sentra industri di tingkat bawah dalam 
rangka memajukan perekonomian masyarakat. Menciptakan tata 
ruang industri yang memungkinkan ruang investasi industri di Kota 
Palopo.  
7. Kota Pariwisata. 
Menciptakan karakter masyarakat yang sadar wisata dan 
menciptakan suasana dan bentuk pelayanan yang ramah 
terhadap para pelaku wisata dalam rangka mengembangkan, 
mempromosikan dan melakukan kegiatan-kegiatan 








3.2. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD)  Kota Palopo 
3.2.1. Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD)  Kota Palopo  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo 
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 
Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo sebagai penjabaran 
dari amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2008  tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 
3.2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Kota Palopo 
3.2.2.1. Tugas 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penggulangan Bencana Daerah Kota Palopo, maka 
kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD)  adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam 
rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan 
bencana daerah Kota Palopo, dipimpin oleh seorang Kepala 





berada dan bertanggung jawab kepada Walikota. Rincian 
tugas BPBD Kota Palopo adalah sebagai berikut : 
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan 
kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam usaha 
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta 
rekonstruksi secara adil dan merata. 
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta 
rawan bencana. 
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan 
bencana. 
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana pada wilayahnya. 
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana 
kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi 
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 






8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 
diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
3.2.2.2. Fungsi 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
mempunyai fungsi : 
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan 
bencana dan penangganan pengungsi dengan bertindak 
cepat dan tepat, efektif dan efesien. 
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan 
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 
penggulangan bencana daerah sesuai petunjuk arahan 
Walikota Palopo. 
3.2.2.4. Struktur Organisasi 
Stuktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Palopo, terdiri dari 1 (satu) Kepala 
Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon II a 
(secara ex-officio), Tim Pengarah (Non Eselon), 1 (satu) 
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana se-
tingkat eselon II b, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang 





Bagian/Seksi setingkat eselon IV a, dan Staf dengan jumlah 
disesuaikan dengan kebutuhan. Secara terinci diuraikan 
sebagai berikut : 
1. Sekretariat 
Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian 
Program. 
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 
Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan. 
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik. 
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Seksi 
Kedaruratan dan Seksi Logistik. 
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 












SUBAG UMUM & KEPEG 
NIRWAN NAWAWI 
NIP. 19581011 199101 1 002 
SUBAG PROGRAM 
FIKA, S.IP 
NIP. 19870514 200701 2 001 
STRUKTUR ORGANISASI  




SEKDA KOTA PALOPO 
 
KEPALA PELAKSANA 
ILHAM, SE, Msi 
NIP. 19671231 199303 1 072 
KEPALA BIDANG 
KEDARURATAN  & LOGISTIK 
AWALUDDIN, SE, M.SI 
KEPALA SEKSI 
KEDARURATAN 
IRFAN DAHRI, S.TP, M.Si 















NIP. 580 041 210 
SEKERTARIS 
Drs. ANDI SYAHRIR, MM 
NIP. 195914011 198603 1 198 
KEPALA BIDANG 
REHABILITAS.&.REKONTRUKSI 
MUH. AFIF HAMKA, S.IP, M.Si 
KEPALA SEKSI 
REHABILITASI 
ERWIN. AM, S.Kom 








Unsur pelaksana mempunyai tugas secara 
terintegrasi yang meliputi  prabencana, saat tanggap darurat, 
dan pascabencana dengan rincian sebagai berikut : 
1. Kepala pelaksana 
Tugas : 
Membantu Kepala Badan dalam hal 
menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah dibidang penanggulangan bencana daerah. 
Fungsi : 
a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang 
telah dan belum dilaksanakan; 
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas untuk menghindari 
kesalahan; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 






g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 
penanggulangan bencana; 
h. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan 
kegiatan penanggulangan bencana; 
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
secara periodik; 
j. Melaksanakan urusan ketatausahan; 
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
2. Sekretaris pelaksana 
Tugas :  
Membantu Kepala Pelaksana dalam 
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan 
pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber 
daya manusia aparatur serta mendorong kerjasama. 
Fungsi : 
a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman 





b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang 
telah dan belum dilaksanakan; 
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan 
pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; 
g. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan 
secara periodik; 
h. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, 
umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam 
lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota Palopo; 
i. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan 





k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Tugas : 
Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui 
pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari 
peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan 
keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya 
kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta 
dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan 
bencana. 
Fungsi : 
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan 
tugas; 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang 





d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan 
pengkajian penanggulangan bencana; 
g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 
Tugas : 
Melaksanakan kegiatan mencari, mengumpulkan 
data, melakukan penelitian korban dan kerusakan di 
lapangan tempat bencana dan mengadakan, menerima, 







a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan 
Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang 
telah dan belum dilaksanakan; 
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan 
pengkajian kedaruratan dan logistik; 
g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis Bidang 
Kedaruratan dan Logistik; 
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
kedaruratan dan logistik; 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kedaruratan 
dan logistic dan memberikan saran pertimbangan 





j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Tugas : 
Melaksanakan kegiatan menganalisa, mengevaluasi 
rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, dan menyiapkan 
rancangan konstruksi tahan gempa, fasilitas penanggulangan 
bencana serta memberikan saran penyelamatan terhadap 
bencana. 
Fungsi : 
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang 
telah dan belum dilaksanakan; 
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 





f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Pascabencana; 
g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 
h.  Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk 







3.2.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPBD 
Visi 
" Terwujudnya Masyarakat Kota Palopo yang tangguh dan siapsiaga 
dalam menghadapi bencana “. 


































1. Adanya  pengetahuan, 
kemampuan dasar, dan 
sarana dan prasarana dasar  
masyarakat untuk mengadapi 
berbagai potensi bencana di 
wilayah Kota Palopo. 
2. Peningkatan pengetahuan dan 
peran serta masyarakat dalam 
mengurangi resiko bencana 
akibat dampak negatif 
perkembangan wilayah Kota 
Palopo. 
3. Peningkatan pengetahuan dan 
peran masyarakat dalam 
upaya pelestarian dan 
pengendalian kerusakan 














1.  Peningkatan kapasitas 
kelembagaan BPBD Kota 
Palopo dalam penanganan 
bencana. 
2.  Peningkatan kualitas SDM 
aparatur BPBD Kota Palopo 
dalam pelaksanaan tugas 














1.  Peningkatan kerjasama multi 
stakeholder di Kota Palopo 
dalam penanganan bencana 
di daerah. 
2.  Peningkatan dukungan 
Pemerintah dan Pemerintah 
Propinsi Sulawesi Selatan 
dalam upaya penanggulangan 





3.2.4. Sarana dan Prasarana 
Sarana Gedung Kantor BPBD sudah menempati 
pembangunan dengan dana APBN Tahun Anggaran 2013.  Gedung 
ini diharapkan telah dapat dimanfaatkan sepenuhnya mulai tahun 
2014.  Kondisi hingga akhir 2013, jenis dan jumlah sarana prasarana 
kantor dan pendukung lainnya sebagaimana tertera pada tabel : 
Tabel 3.5 
Sarana dan Prasarana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)   
Kota Palopo 
 
No Jenis Peralatan Jumlah Kondisi Keterangan 
I. PERALATAN TIM DAN POSKO 





2. Terpal alas 10 lembar Baik  
3. PC. Dekstop 1 unit Baik  
4. Printer multi fungsi 1 unit Baik  








7. Projector/ infocus 1 unit Baik  
8. UPS baterry 1 buah Baik  
9. Laptop 1 buah Baik  
10. Printer portabel 1 buah Baik  




12. Camera digital 1 buah Baik  
13. Handycma 1 buah Baik  
14. Telepon satelite  1 buah Baik  




16. Handy Talkie (HT) 4 buah Baik  
17. Motor trail 2 unit Baik  
18. Tenda posko 1 unit Baik  
19. Tenda peleton 2 unit Baik  
20. Tenda regu 3 unit Baik  
21. Tenda keluarga 5 unit Baik  





23. Genset 2 unit Baik  
24. Water treatment 1 set Baik  
II. PERALATAN PERSONAL TIM REAKSI CEPAT (TRC) 
1. Kompas 5 buah Baik  
2. Korek api gas 5 buah Baik  
3. Kaca mata hitam 5 buah Baik  
4. Jam tangan 5 buah Baik  
5. Lampu senter 6 buah Tidak Baik 1 buah rusak 
6. Pisau lipat multi tools 5 buah Baik  
7. Topi lapangan 5 buah Baik  
8. Safety helmet 5 buah Baik  
9. Rompi 5 buah Baik  
10. Jaket 5 buah Baik  
11. Tas ransel punggung 5 buah Baik  
12. Sarung tangan 5 buah Baik  
13. Safety Shoes 5 buah Baik  
14. Sepatu banjir 5 buah Baik  
15. Masker karbon 5 buah Baik  
16. Rompi pelampung 5 buah Baik  
17. Mantel jas hujan 5 buah Baik  
18. Matras alas tidur 7 buah Baik  
19. Sleeping bag 5 buah Baik  
20. Purification System 
(botol minum) 
5 buah Baik  
21. Polo shirt 5 buah Baik  
III. PERALATAN KANTOR LAINNYA  
1. Kendaraan roda 
empat 
3 unit Baik Minibus, stations 
wagon & pick up. 
2. Kendaraan roda 2 5 unit Baik  
3. Komputer 10 unit Baik  
4. Printer 10 unit Baik  
Sumber : Data base Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Kota Palopo 
 
Dengan kondisi sarana dan prasarana tersebut di atas, 
maka kedepan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota 







3.3. Deskripsi Kecamatan Wara Kota Palopo 
3.3.1. Kondisi Geografis 
Kecamatan Wara adalah adalahlah salah satu kecamatan 
dari 9 (sembilan) kecamatan yang adalah di Kota Palopo. Mayoritas 
penduduknya beragama Islam. Batas-batas wilayah Kecamatan 
Wara, sebagai berikut : 
 Sebelah Utara : Kecamatan Wara Utara 
 Sebelah Timur  : Kecamatan Wara Timur 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Wara Selatan 
 Sebelah Barat : Kecamatan.Wara Barat/Kecamatan  
 Mungkajang 
3.3.2. Luas Wilayah  
Luas wilayah kecamatan Wara sekitar 11,49 km2 % dari luas 
wilayah Kota Palopo. Kepadatan penduduk 2.945,91/Jiwa/Km2 . 
Terdiri dari 6 (enam) kelurahan antara lain : 
1. Kelurahan Dangerakko 
2. Kelurahan Tompotikka 
3. Kelurahan Lagaligo 
4. Kelurahan Boting  
5. Kelurahan Amassangan 







3.3.3. Sarana dan Parasana 
Sarana dan prasana yang ada di Kecamatan Wara sudah 
dikatakan memadai ini terlihat dari pembangunan yang dilakukan 
pemerintah daerah. 
3.3.4. Visi dan Misi Kecamatan Wara 
Visi : 
“Terdepan dalam layanan, prima pemerintahan, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat”. 
Misi : 
1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelanggaraan 
pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan dan fasilitas 
pembinaan politik dalam negeri. 
2. Meningkatkan tertib administrasi, kualitas, dan kinerja aparatur 
kecamatan dan kelurahan dalam memenuhi tuntutan masyarakat 
terhadap pelayanan prima. 
3. Meningkatkan partisipasi dalam dan swadaya masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. 
3.3.5. Struktur Organisasi Kecamatan Wara 
Stuktur organisasi Kecamatan Wara Kota Palopo terdiri dari 
Camat, Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala 
Seksi dan kelompok jabatan fungsional. Secara terinci diuraikan 





STRUKTUR ORGANISASI  

























KASUBAG. UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
SAMPEWALI, S.AN 
1. ALFIUS LIMBONG BANDHASO, 
ST 







1. ANDI EDIN ZENSIR 
2. ARISANDI, AS 








AKHNIAR SYAM, SE 
1. NANANG HAERANI 
2. ARIF 
3. ANTHONY SURA, SE 
4. SUDIRAH 
KASUBAG. UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
ABD. HAMID, S.Sos 
1. ICHAL RAMLI 
2. MASRUHING 
3. NURAENA 




2. ANDI SUHARTINI 
3. LA ODE FREDY DJAFAR 
4. HASNA SAMIR, S.Sos 
 
KASUBAG. UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
NANI ASNIDA MASDY, S.IP 
1. LILIS 
2. HAJAR, SE 
3. A. ESSE, S.An 





3.3.6. Jumlah Penduduk 
Tabel 3.6 










Datang Pindah Lahir Meninggal 
L P L P L P L P 
1 Tompotikka 2 Km
2
 2.899 3.944 2.416 2.971 - - 3 5 2 1 
2 Boting ±1,43 Km2 2.177 4.360 3.293 3.234 3 1 6 1 2 2 
3 Amassangan ±1,28 Km
2
 870 2.789 1.321 1.793 2 3 5 3 2 - 
4 Lagaligo ±2 Km
2
 1.599 4.218 2.589 2.438 14 9 2 1 - - 
5 Dangerakko ±1,97 Km2 942 3.702 2.399 2.382 - - 1 3 3 - 
6 Pajalesang ±1,98 Km
2
 1.006 3.043 2.342 2.439 3 5 6 6 2 1 
Jumlah ±11,49 Km
2
 9.484 22.056 14.562 15.257 22 18 23 19 11 4 
Jumlah Penduduk Keseluruhan  29.835 Jiwa 
Sumber : Data Base Kecamatan Wara Kota Palopo 
 
3.3.7. Data Bencana Alam Kecamatan Wara Kota Palopo 
Data Bencana Alam Kecamatan Wara Kota Palopo berisi 
data mengenai bencana alam yang terjadi selama tahun 2004-2012 
serta taksiran kerugian akibat bencana tersebut. Berikut data 
mengenai bencana alam yang terjadi selama tahun 2004-2012 serta 






Data Bencana Alam dan Taksiran Kerugian 
Kecamatan Wara Kota Palopo 






KORBAN KE R U S A K A N 
Taksiran Kerugian 










KES KTR HOTEL KIOS S.UMUM JMBTAN JLN SWH KBN/HTN TAMBK 
(jiwa) (jiwa) (jiwa) (jiwa) (jiwa) (jiwa) (ekor) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (km)) (ha) (ha) (ha) 









     
75  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  
        75       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -                              -  
2 PEMADAM KEBAKARAN 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  
Jumat, 16 Mar 
2004 
Pajalesang Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
       
1  
        
-  





        
-  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  
           -       -            -           -      1       -      -            -           -       -       -           -          -           250.000.000  
  
Sabtu, 08 Mei 
2004 
Dangerakko Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
       
1  
        
-  





       
3  
    -       -      -           -        -         -  
       
1  
       
2  





       
1  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
       
1  
           -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -               1.000.000  
  
Jumat, 17 des 
2004 
Dangerakko Kebakaran 
        
-  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  





       
1  
    -       -      -           -        -         -  
       
1  
        
-  




Laga ligo Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  
          1       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -               5.000.000  
  
Jumat, 11 
Mart  2006 
Ammasangan Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  
           -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -                  500.000  
  
Rabu 11 Mart  
2006 
Ammasangan Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
       
1  
        
-  
           -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -               5.000.000  
  
Selasa 10 Jan 
2006 
Boting Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  
           -       1            -           -      1       -      -            -           -       -       -           -          -             15.000.000  
  
Selasa 24 Jan 
2006 
Boting Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  
           -       -            -           -       -       -      1            -           -       -       -           -          -             15.000.000  
  
Kamis 20 April 
2006 
Ammasangan Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  
           -       -            -           -       -       -      -           1           -       -       -           -          -           500.000.000  
  
Senin 14 Agst 
2006 
Ammasangan Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  




Laga Ligo Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -    
       
1  
           -       -            -           -       -       -      -             -       -       -           -          -               2.500.000  
  
Rabu, 04 Nop 
2007 
Laga Ligo Kebakaran 
        
-  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  
           -       -            -           -      1       -      -            -           -       -       -           -          -               2.500.000  
  
Jumat, 12 Okt 
2007 
Ammasangan Kebakaran 
        
-  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
             -       -            -           -       -       -      1            -           -       -       -           -          -             45.000.000  
  
Jumat, 16 Nop 
2007 
Laga Ligo Kebakaran 
       
1  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
       
1  





       
1  
    -       -      -           -        -         -  
        
-  
        
-  





       
1  
    -       -      -           -        -         -  
       
1  
        
-  







Data Bencana Alam dan Taksiran Kerugian 
Kecamatan Wara Kota Palopo 
Tahun 2004 S/D 2012 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  
Rabu, 11 Feb 2009 Ammasangan Banjir 
               
-  
         
-  
          
-  
         
-  
                 
-  
            
-  
              
-  
               
-  
               
-  
                   
-  
           
-  
  
                
-  
          
-  
          
1  
         
-  
                 
-  
                 
-  
          
-  
           
-  
                
-  
               
-  
                                             -  
  
Sabtu, 14 Agst 2010 Ammasangan Kebakaran        1      -       -      -           -        -         -         1          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -             15.000.000  
  
Rabu, 20 Okt 2010 Boting Kebakaran        1      -       -      -           -        -         -          -          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -             50.000.000  
  
Minggu, 06 Maret 2011 Boting Kebakaran        1      -       -      -           -        -         -         1          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -             10.000.000  
  
Jumat, 20 Jan 2012 Lagaligo Kebakaran         -      -       -      -           -        -         -          -          -             -       -            -           -      1       -      -            -           -       -       -           -          -                              -  
  
Senin, 26 Maret  2012 Lagaligo Kebakaran         -      -       -      -           -        -         -          -          -             -       -            -           -      1       -      -            -           -       -       -           -          -               1.000.000  
3 BPBD 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  




   107      -       -      -           -        -         -          -          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -   -  
  




     71      -       -      -           -        -         -   -          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -   -  
  




   186      -       -      -           -        -         -   -          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -   -  
4 KESBANGPOL & LINMAS 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  
Sabtu 05 Apr 2014 Ammasangan Banjir    107      -       -      -           -        -         -         1          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -             35.000.000  
  




   582      -       -      -           -        -         -     582          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -             28.105.000  
  




     71      -       -      -           -        -         -       71          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -               2.400.000  
  




   186      -       -      -           -        -         -     186          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -             21.500.000  
  




     20      -       -      -           -        -         -       20          -             -       -            -           -       -       -      -            -           -       -       -           -          -               2.600.000  






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Karakteristik Responden 
Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang 
diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa 
pernyataan yang berpedoman pada pedoman wawancara yang akan 
dibahas secara berurutan. 
Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik 
atau identitas dari informan yang masing-masing informan antara lain, 
pihak Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD), Kecamatan Wara, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang 
menjadi korban bencana banjir. Dilanjutkan akan membahas bagaimana 
peran Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) dalam 
menanggulangi resiko bencana banjir di  Kecamatan Wara Kota Palopo. 
Kemudian membahas mengenai hubungan kerjasama pemerintah dengan 
masyarakat dalam menanggulangi resiko banjir di Kecamatan Wara Kota 
Palopo. 
Informan dalam penelitian ini, diantaranya Badan Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Anggota Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekertaris Camat, Staf 






menjadi korban Bencana Banjir. Adapun data dari informan tersebut yaitu 
sebagai berikut : 
1. IH 
IH adalah seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo, IH beragama Islam, pendidikan 
terakhir adalah S2. IH juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). 
2. MA 
MA adalah salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Palopo dan mendapat jabatan sebagai Kepala 
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi. MA beragama Islam, pendidikan 
terakhir adalah S2. MA juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 
Dosen di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Palopo. 
3. AW 
AW adalah salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Palopo dan mendapat jabatan sebagai Kepala 
Bidang Kedaruratan dan Logistik. AW beragama Islam, pendidikan 
terakhir adalah S2. MA juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). 
4. ID 
ID adalah salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Palopo dan mendapat jabatan sebagai Kepala 
Seksi Kedaruratan. ID beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S2. 
ID juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Dosen di salah satu 






AR adalah Sekretariis Kecamatan Wara Kota Palopo. AR beragama 
Islam, pendidikan terakhir adalah S1 dari Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri (IPDN). AR juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). 
6. TP 
TP adalah Staf Kecamatan Wara dan mendapat jabatan sebagai 
Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 
Sosial. TP beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1. TP juga 
seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan sekaligus Ibu (Rumah 
Tangga IRT). 
7. AA 
AA adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Palopo. 
Tinggal di daerah Kecamatan Wara, beragama Islam, pendidikan 
terakhir adalah S1. AA juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 
salah satu Kepala Instansi Pemerintah yang ada di Kota Palopo. 
8. HA  
HA adalah salah satu tokoh pemuda yang ada di Kota Palopo dan 
berprofesi sebagai Politisi. Tinggal di daerah Kecamatan Wara, 
beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1 dan sedang 









BA adalah salah satu masyarakat yang menjadi korban bancana banjir 
beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SMA dan pekerjaan 
sebagai Wiraswasta. 
10. NU 
NU adalah salah satu masyarakat yang menjadi korban bancana 
banjir beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SMA dan pekerjaan 
sebagai Wiraswasta dan Ibu (Rumah Tangga IRT). 
 
4.2. Peran Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) dalam 
Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di  Kecamatan Wara 
Kota Palopo 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana 
harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip utama antara 
lain.:.kemanusiaan, keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan 
kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga 
harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut : cepat dan 
tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil 
guna, transparansi adan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non 





Prinsip penanggulangan bencana diatas merupakan acuan 
kepada Badan Penanggulangan Bencana yang di daerah, 
sebagaimana wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai 
berikut.: 
“Sebagai Kepala pelaksana saya tentunya harus tahu terlebih 
dahulu bagaimana prinsip organisasi yang saya pimpin, seperti 
bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan melihat dan 
mengetahui kebutuhan masyarakat.” (Wawancara dengan IH, 
tanggal 8 Januari 2015) 
 
Dari pernyataan informan diatas dapat diklasifikasi bahwa 
posisinya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Palopo dan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sebelum mengambil peran dan bertindak telah sepatutnya 
mengetahui kekurangan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. 
Sebagimana wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai berikut : 
“Pada prinsipnya tujuan utama kita melakukan pelayanan kepada 
masyarakat, jadi pelayanan untuk sementara yang kita lakukan 
ketika terjadi bencana terlebih dahulu kita menurunkan personil 
untuk melihat kondisinya seperti apa yang terjadi dilapangan.” 
(Wawancara dengan IH, 8 Januari 2015) 
 
Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo tersebut menjelaskan tentang 
bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 





terjadi bencana pemerintah terlebih dahulu mensurvei lokasi yang terkena 
dampak bencana banjir untuk mengecek kondisi yang terjadi dilapangan.  
Sebagaimana yang diungkapkan salah satu anggota Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai berikut : 
“Setelah dilapangan kami dengan instansi/dinas terkait seperti 
Damkar, PU, BLH, Dinsos, Dinkes, dan seluruh instansi/dinas 
terkait langsung menjalankan tugas masing-masing sesuai 
dengan perencanaan, bahkan kelompok peduli lingkungan seperti 
PMI, Pramuka, Mapala ikut berpartisipasi untuk bantuan dalam 
mensuplai logistik berupa sandang, pangan dan papan.” 
(Wawancara dengan AW, tanggal 8 Januari 2014) 
 
Dari pernyataan salah satu anggota Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) diatas memberikan keterangan bahwa ketika 
berada di lokasi pemerintah saling bekerjasama dengan instansi/dinas 
terkait untuk membantu proses rehabilitasi para korban yang terkena 
dampak bencana agar mereka langsung diberikan bantuan. 
Penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas 
kemanusiaan memang dibutuhkan kerjasama pemerintah itu sendiri 
seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua permasalahan 
yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan. Sehubungan 
dengan pernyataan diatas dalam melaksanakan tugas Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo juga 
menerangkan seperti dibawah ini : 
“Jika dilokasi meragukan dan bisa digolongan parah kita langsung 
koordinasi dengan stakeholder terkait, contohnya Damkar untuk 
mengeksekusi langsung korban yang ada karena personil kita 
terbatas serta sarana dan prasarana kita masih kurang memadai”. 
Kemudian mensterilkan lokasi yang terkena bencana tersebut.” 





Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa jika memang dilokasi 
tidak memungkinkan untuk di tanggulangi oleh Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD), maka tim Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD)  meminta bantuan dari Stakeholder terkait, seperti 
Damkar untuk mengambil bagian yang mana kegiatan ini. Penulis dapat 
menyimpulkan bahwa kerjasama antar instansi yaitu Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran 
Kota Palopo terjalin dengan baik. Dalam bekerjasama menanggulangi 
bencana dan ini merupakan sistem yang patut dijadikan contoh bagi 
setiap instansi untuk menjalankan sistem demokrasi seperti saat ini. 
Wawancara dengan salah satu anggota Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai berikut : 
Dilokasi kalau sifatnya itu rehabilitasi maka kita langsung ke 
lapangan dan mengevakuasi korban ketempat yang lebih aman 
dengan terlebih dahulu mendirikan tenda gawat darurat atau 
menyediakan tempat pengungsian sementara”. (Wawancara 
dengan MA, tanggal 8 Januari 2015) 
 
Pernyataan informan diatas menjelaskan langkah bahwa peran  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ketika terjadi resiko 
bencana yaitu langkah pertamanya adalah terjun langsung ke lokasi yang 
terkena dampak bencana dengan mengamankan korban ke tempat yang 
telah didirikan tenda atau meyediakan tempat pengungsian sementara. 
Seperti wawancara dengan salah satu anggota Badan 






“Penanganan sementara bila teradi bencana banjir itu, kita dilokasi 
melihat kondisinya seperti apa, sehingga kita dapat menghubungi 
instansi/dinas yang terkait untuk ikut berpartisipasi karena kita itu 
sebagai titik koordinasi dalam penanggulangan bencana.” 
(Wawancara dengan AW tanggal 6 Januari 2015) 
 
Dari penuturan salah satu anggota Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo bahwa ketika terjun di lokasi, 
penanganan bencana sementara perlu dilakukan sehingga anggota bisa 
mendata dan mengevaluasi kebutuhan yang diperlukan setelah diketahui 
maka selanjutnya adalah menghubungi instansi/dinas terkait untuk 
membantu dalam penanganan korban, karena untuk masalah besar 
seperti banjir tentu tidak bisa dilakukan oleh Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) sendiri sehingga dibutuhkan instansi/dinas yang 
lain untuk terlibat dan membantu menangani bencana  yang ada.  
Wawancara dengan Sekertaris Camat Wara Kota Palopo sebagai 
berikut : 
“Misalnya itu warga yang tinggal dibantaran saluran sungai yang 
habis terkikis. Kita melakukan rehabilitasi dengan membantu 
masyarakat membersikan bekas lumpur pasca banjir dengan 
bantuan dari anggota BPBD, Damkar dan instansi lain yang 
dilakukan secepatnya, jadi minimal hari itu terjadi bencana itu hari 
itu juga bantuan dari pemerintah daerah sudah tiba di lokasi, 
kemudian dieksekusi dan diselesaikan semua  permasalahannya”. 
(Wawancara dengan AR tanggal 8 Januari 2015) 
 
Dari penuturan Sekertaris Camat Wara Kota Palopo memberikan 
penjelasan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
dalam hal ini melaksanakan perannya dalam menanggulangi resiko banjir 





dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan meminta 
bantuan dari instansi/dinas terkait untuk membantu membersihkan rumah-
rumah warga dari bekas lumpur pasca banjir. 
Wawancara dengan Sekertaris Camat Wara Kota Palopo sebagai 
berikut : 
“Yang bisa diselesaikan secara langsung yang menggunakan 
tenaga manusia kita selesaikan dengan menggunakan alat 
sederhana saja seperti cangkul, skup, dan jaring2 sampah, kita 
juga dibantu oleh personil BPBD, Damkar serta beberapa instansi 
lainnya, akan tetapi dengan kerusakan yang sudah parah dan 
tidak bisa ditangani dengan peralatan warga seadanya  maka 
harus menurunkan alat berat dari dinas PU”. (Wawancara AR 
tanggal 8 Januari 2015) 
 
Dari penuturan diatas mengemukakan bahwa dalam melakukan 
eksekusi di wilayah yang terkena banjir ada bermacam-macam kriteria 
kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Untuk kerusakan ringan, 
penangannya juga bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan tenaga 
manusia untuk mengevaluasi wilayah yang terkena bencana, ada juga 
yang harus menggunakan alat berat, karena tidak memungkinkan untuk 
memakai alat seadanya sehingga membutuhkan   tenaga ahli demi 
membantu proses penanganan korban. 
Dari keterangan di atas juga tentunya memberikan pertanyaan 
sejauh mana peran pemerintah dalam menata kinerja dari BPBD dan 
memberikan perhatian penuh dari potensi akan terjadnya bencana alam di 
Kota Palopo, yaitu dengan membentuk sebuah Perda yang secara 
spesifik membahas tentang tata kinerja organisasi di bidang khusus 





Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 
Palopo, sebagai berikut : 
“Masalah Perda, pemerintah Kota Palopo sudah mengeluarkan 
Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja BPBD tapi efektifnya baru tahun 2011 karena baru  
terisi struktur organisasinya. Masalahnya tata kelola 
penanggulangan bencana, kita dsni punya acuan dari pusat pada 
peraturan pemerintah”.(Wawancara dengan IH tanggal 8 Januari 
2015) 
 
Dari pernyataaan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) bahwa khusus di daerah Kota Palopo sendiri 
tentang perda yang mengatur hak dan wewenang serta tata kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah ada, sehingga BPBD 
Kota Palopo dalam menjalankan fungsi tata kerjanya sudah efektif. Ini 
tentunya menunjukan pemerintah Kota Palopo serius dalam 
mempersiapkan diri dalam hal menangani resiko bencana dengan 
membuat aturan main yang dapat memberikan keuntungan bagi 
masyarakat itu sendiri dan tentunya meningkatkan antisipasi bagi 
pemerintah daerah. Berkaitan dengan pernyataan diatas, wawancara 
dengan salah satu anggota  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kota Palopo, sebagai berikut : 
 
“Dengan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2010, yang sudah 
dibentuk oleh pemerintah setempat menjadi acuan kita dalam 
melaksanakan hak, kewenangan dan fungsi tata kerja organisasi”. 
(Wawancara dengan MA tanggal 8 Januari 2015) 
  
Dari wawancara dengan salah satu anggota Badan 





bahwa Pemerintah Daerah Kota Palopo telah membuat Perda tentang 
bagaimana hak, kewenangan dan fungsi tata kerja organisasi tersebut. 
Dengan adanya Perda kinerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana menjadi terarah, karena kita 
mengingat setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga 
segala bentuk bencana alam yang terjadi juga dapat berpariatif, ini 
tentunya membutuhkan penanganan yang khusus seperti di Kota Palopo 
sendiri. 
Wawawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai 
berikut.: 
“Kemarin pada saat banjir yang terjadi di daerah Kecamatan 
Wara, langkah yang harus ditempuh kita harus siapkan tempat 
tanggap darurat karena kalau memang dari pemerintah daerah 
bisa menyelesaikan kita selesaikan jika dana yang ada sementara 
masih cukup”. (Wawancara dengan ID tanggal 6 Januari 2015) 
 
Dari penuturan salah satu anggota Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) diatas mengemukakan bahwa langkah yang 
diambil ketika menangani bencana banjir di Kecamatan Wara adalah 
penanganan darurat dengan menggunakan dana yang ada dari Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain masih 
mencukupi, ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan 
bencana sangat besar dan serius demi menjaga dan melindungi warganya 
sehingga langkah penanganan darurat perlu di ambil dalam penanganan 





Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 
Palopo, sebagai berikut : 
“Selebihnya kalau memang anggarannya lebih besar kita 
berusaha meminta bantuan di pusat, bagaimana kita diberikan 
bantuan  apakah  itu   bantuan bersifat darurat atau kesiapsiagaan  
atau rehabilitasi rekontruksi tapi saat-saat sekarang ini anggaran 
kita masih sangat terbatas, kita hanya dapat bantuan dari Pemda 
sendiri kalau dana DSP kemarin kita turunkan dari pusat. Kita 
usahakan Anggaran kita kedepannya lebih memadai” (Wawancara 
dengan IH tanggal 6 Januari 2015) 
 
Dari pernyataan diatas dapat telaah bahwa penanggulangan 
bencana, pemerintah terus berusaha agar tidak kehabisan dana, 
selanjutnya jika ada dana langsung dilakukan perbaikan kembali fasilitas 
yang rusak dengan dana yang bersumber dari beberapa bantuan yang 
berupa Dana Siap Pakai (DSP). Ini tentunya sangat sesuai dengan prinsip 
kerja Manajemen Bencana yang terdapat di Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penananggulangan Bencana yaitu prinsip 
praktis seperti : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, 
berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas kemitraan 
dan pemberdayaan. 
Lebih lanjut  dari pernyataan diatas Wawancara dengan Kepala 
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 
Palopo, sebagai berikut : 
“Upaya dalam mengantisipasi banjir yaitu kita telah membentuk 
tiga bidang antara lain pencegahan dan kesiapsiagaan, 
kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekontruksi. 
Pencegahan dari siapsiagaan sendiri pada saat terjadi dan 
sebelum terjadi bencana kita sudah lihat situasinya seperti apa 
dan meninjau lokasi yang tepat untuk dijadikan titik lokasi tanggap 





Dari wawancara di atas mengemukaan bahwa Badan      
Penanggulangan   Bencana   Daerah   (BPBD)   telah   mengantisipasi 
terjadinya     bencana     banjir       dengan      membentuk    bidang- 
bidang yang berfungsi sesuai dengan kegunaannya yang dimulai dari 
sebelum terjadi bencana sampai setelah terjadi bencana. Dengan melihat 
lokasi yang dianggap sebagai rawan bencana dengan membentuk 
tempat-tempat tanggap darurat ketika suatu hari terjadi bencana, 
Penulis dapat menelaah pernyataan di atas bahwa dalam usaha 
menanggulangi bencana baik itu sebelum dan sesudah bencana 
dilakukan Manajemen Resiko Bencana dengan membangun sistem 
penanggulangan bencana (Disaster Manangement Paln), yaitu pertama, 
legistimasi dengan menyusun rencana, tindakan, tanggap darurat dan 
lain-lain. Kedua, Kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, 
wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara 
horizontal dan vertikal. Ketiga, perencanaan terkait dengan 
penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah 
dan pengurangan resiko bencana. Keempat, pendanaan berkaitan dengan 
penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, 
Kelima, peningkatan kapasitas berkaitan dengan masyarakat harus 
mampu mengantisipasi, siapsiagaan menghadapi bencana, mampu 
menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) 
dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana. 
“Yang paling pokok pada saat sebelum terjadi itu pada awal tahun 





istilahnya monitoring langsung dilapangan melihat yang pantas 
untuk dijaga sebelum bencana terjadi, jadi bidang pencegahan 
dan kesiapsiagaan itu sudah mengetahui bahwa ini perlu untuk 
ditangani sementara, karena ini kita juga tidak bisa melawan alam 
karena Allah swt., mudah-mudahan kita tidak diberikan apa yang 
seharusnya diinginkan itulah yang dikasih kita karena kadang kala 
bidang kita bisa, karena kita sebagian manusia hanya bisa melihat 
menafsirkan bahwa daerah ini kemungkinan, karena kata 
kemungkinan itu biasa terjadi”. (Wawancara AW tanggal 6 januari 
2015). 
 
Dari penuturan diatas mengungkapkan bahwa untuk 
mengantisipasi bencana tim dari Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) telah turun ke lokasi untuk memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat setiap awal tahun dengan istilah memonitoring 
dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan 
terjadi ketika banjir turun. Jadi, tim dari kesiapsiagaan telah mengetahui 
tempat yang perlu ditangani sementara, dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) telah berupaya semaksimal mungkin akan 
tetapi, sebagai manusia biasa tentu tidak bisa melawan alam sehingga 
antiisipasi secara dini perlu dilakukan untuk mengantisipasi karena segala 
kemungkinan bisa terjadi. Diatas merupakan prinsip yang dijalankan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah jenis rencana 
penanggulangan bencana dengan tahap dan prinsipnya sebagai berikut : 
penyusunan pada kondisi normal, bersifat pra-kiraan umum, pelaku yang 
terlibat adalah semua pihak yang terkait. 
Lebih lanjut upaya penanganan yang dilakukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), seperti yang diungkapkan 





“Upaya penanganan banjir yang dilakukan adalah penguatan 
tebing dan memasang beronjong berupa beton. Kita juga harus 
membuatkan perencanan dulu dan kesiapsiagaan untuk 
penanganan sementara bila terjadi bencana”. (Wawancara 
dengan AA tanggal 9 Januari 2015) 
 
Penuturan  diatas, memberikan pernyataan bahwa untuk 
memperbaiki daerah yang terkena banjir, yaitu khusus di daerah sungai. 
Langkah yang diambil adalah penguatan tebing dan memasang beronjong 
berupa beton, beronjong merupakan bangunan panjang yang menyerupai 
pondasi bangunan rumah, akan tetapi beronjong berfungsi sebagai 
penahan erosi tanah sepanjang tepi sungai. Bahan dari beronjong sendiri 
adalah pasir, semen, batu sungai, dan kawat sebagai lapisan luar agar 
pondasi-pondasi ini tidak cepat rusak dan jatuh ke sungai sehingga tidak 
menimbung sungai. 
Khusus di Kecamatan Wara merupakan daerah aliran sungai jadi 
sudah tentu penguatan tebing dan pembuatan beronjong sangat 
diutamakan. Lebih lanjut wawancara dengan salah satu anggota Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo, sebagai berikut : 
“Pemasangan beronjong hanya dilakukan di daerah-daerah yang 
rawan jika terjadi banjir.” (Wawancara dengan AW tanggal 6 
Januari 2015). 
 
Penuturan informan diatas mengungkapkan bahwa pembangunan 
beronjongan telah terealisasi dari rencana semula, yaitu pemasangan 
beronjong disepanjang sungai yang berada sekitar pemukiman warga, 
akan tetapi tahap pertama pembangunan dilakukan baru di lokasi-lokasi 





terkendala dana. Selanjutnya berkaitan dengan masalah proses 
perencanaan pemulihan, wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo,  memberikan 
penjelasan sebagai berikut : 
“Kita hanya melihat bahwa kegiatan ini menggunakan anggaran 
yang kesekian. Jadi pemerintah daerah mendiskusikan kepada 
kami untuk menindak lanjuti sejauh mana yang harus kita tangani. 
Kemarin ini karena kita sudah lihat bahwa sungai yang ada disana 
sekian maka anggarannya sekian.” (Wawancara dengan IH 
tanggal 8 Januari 2015) 
 
Diatas informan memberikan penjelasan tentang tahap-tahap 
dalam perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Palopo, yakni 
terlebih dahulu meninjau lokasi yang akan di alokasikan kisaran dana 
yang akan digunakan dalam pembuatan beronjong, setelah itu para 
pemerintah daerah membicarakannya bersama untuk membahas 
anggaran sesuai kebutuhan dan selanjtnya dilakukan penanganan secara 
intensif untuk mengantisipasi  terjadinya bencana. 
Seperti penjelasan yang berkaitan dalam manajemen pemulihan 
pascabencana, yang menjelaskan bahwa pemulihan merupakan awal 
upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan 
pada umumnya yang dilakukan melalui rehabilitasi dan rekontruksi. 
Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk 
mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, parasarana dan 
fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi 
tersebut, layanan publik/masyrakat dapat dilaksanakan. Sasaran utamnya 





pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi 
sebelumnya terjadinya bencana. Sedangkan rekontruksi dapat diartikan 
sebagai segala upaya pembangunan kembali sarana, prasarana dan 
fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan kegiatan 
sosial, ekonomi dan budaya dengan sasaran utamanya tumbuh 
kembangkannya kegiatan sosial, ekonomo dan budaya serta bangkitnya 
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan (Nurjanah, 
2010.:47). 
Selanjutnya wawancara dengan salah satu anggota Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai berikut : 
“Alhamdulillah semua proyek pekerjaan sudah berjalan dengan 
baik. Masalah pengeloaan anggarannya itu tetap pada kuasa 
disekretariat dibidang keuangan daerah. Tugas kami di BPBD, 
yaitu hanya pengelolaan teknis di lapangan.” (Wawancara dengan 
AW  tanggal 6 Januari 2015). 
 
Dari uraian informan diatas memberikan pernyataan bahwa 
semua proyek yang dilakukan pemerintah daerah Kota Palopo dalam 
penanganan bencana banjir sudah berjalan, dalam pengelolaannya. 
Informan juga menerangkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), hanya berperan dalam tahap pengerjaan sedangkan 
anggaran disiapkan dan di kelola sendiri oleh sekretariat bidang 
keuangan. 
Sehubungan dengan penyebab terjadinya bencana alam yang 
timbulkan oleh eksploitasi hutan yang berlebihan secara illegal tanpa 





tanah longsor. Pembangunan industri dengan penerapan teknologi maju 
yang tidak disertai wawasan lingkungan berpotensi terhadap kerusakan 
lingkungan hidup (pencemaran udara dan pencemaran tanah akibat 
limbah yang tidak diolah). Hutan memberikan banyak manfaat dengan 
berbagai fungsinya antara lain sebagai pemasok oksigen, paru-paru 
dunia, penyeimbang lingkungan disamping dapat menghasilkan devisa. 
Oleh karena itu, hutan harus dikelola dengan baik dan profesional untuk 
kemakmuran seluruh rakyat. Jika tidak, yang terjadi adalah bencana 
dengan segala dampaknya seperti bencana longsor dan banjir. (Nurjanah, 
2010: 82). 
Berdasarkan teori diatas, hampir sama yang di ungkapan oleh 
salah satu masyarakat sebagai berikut : 
“Didaerah kita sudah banyak terdapat penebangan-penebangan 
liar serta penambangan liar seperti yang dilakukan oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab itu di daerah Mawa, sehingga 
terjadi hujan tidak ada lagi tempat resapan. Penebangan itu susah 
ditangani karena terkait oleh masalah perut jadi tidak bisa 
dilakukan secara paksa karena kasian juga keluarga-keluarga 
mereka,” (Wawancara dengan BA tanggal 9 Januari 2015 ). 
 
 
Informan tersebut menjelaskan bahwa di daerah Kota Palopo, 
sudah sedikit daerah resapan air, sehingga potensi kerusakan hutan 
sangat besar yang dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. 
Pemerintah daerah juga tidak bisa bertindak semena-mena karena jika 
para pelaku penebangan pohon liar dan penambang liar dilarang secara 





Dapat disimpulkan bahwa dibalik kerusakan hutan karena eksplotasi 
manusia, di sisi lain juga terdapat kehidupan bagi sekelompok masyarakat 
tertentu. Sehingga dalam pengambilan keputusan pemerintah perlu 
berpikir lebih lanjut untuk menghindari terjadinya penyimpangan sosial.  
Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air 
normal sehingga melimpas palung sungai yang menyebabkan genangan 
pada lahan rendah di sisi sungai. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah 
hujan yang tinggi di atas normal sehingga melimpas palung sungai yang 
menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Lazimnya 
banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atasa normal. Akibatnya, 
sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah 
serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang 
ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap, 
kemampuan/daya-tampung sistem pengaliran air di maksud tidak 
selamanya sama akan tetapi berubaha akibat sedimentasi, penyempitan 
sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia. 
Untuk menghindari segala kemungkinan yang akan timbul yang 
diakibatkan oleh banjir pemerintah selalu menghimbau masyarakat yang 
ada di Kota Palopo untuk selalu waspada. 
Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo sebagai berikut : 
“Untuk menghindari jatuhnya korban maka kami dari BPBD 
menghimbau kepada masyarakat agar tidak membangun rumah di 
pinggir sungai bantaran sungai juga selalu menjaga kebersihan 






Pernyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), merupakan salah satu Manjemen Risiko Bencana antara 
lain pada face prabencana yang dilakukan melalui pencegahan, mitigasi 
dan kesiapsiagaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 
sebagai berikut : pertama, mengenali bahaya yang ada disekitar temapt 
tinggal. Kedua, mengidentifikasi resiko berdasarkan 
probabilitas/kemungkinan terjadinya bencana beserta 
intensitas/dampaknya. Ketiga, menganalisis/menilai jenis ancaman yang 
beresiko tinggi dari beberapa jenis ancaman yang ada. Keempat, 
mengelola resiko dengan melakukan pencegahan (risk avoidance), 
mitigasi (risk reduction). 
Berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 
beberapa informan dilapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa 
pemerintah daerah Kota Palopo telah berperan dengan baik dalam 
penanganan bencana alam di Kota Palopo. Ini terlihat dari program-
program yang mengantisipasi sebelum terjadinya banjir, upaya 
penyuluhan dan pengimbauan dilakukan untuk masyarakat antara lain : 
1. Penyuluhan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
secara dini untuk mengantisipasi bencana. 
2. Pembentukan tim-tim khusus pada penangan korban bencana ketika 
terjadi bencana. 






4. Pembuatan beronjong dan penguatan tebing sungai dan lain 
sebagainya. 
Dari beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah 
khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut 
diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah telah berfungsi 
sebagaimana mestinya sehingga masyarakat cepat mendapatkan 
penangan ketika terjadi bencana. Berjalannya dengan baik prinsip-prinsip 
manajeman penanggulangan bencana yang sangat relevan untuk saat ini 
diterapkan telah berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah dan 
tentunya masyarakat itu sendiri. 
 
 
4.3. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dalam 
Menanggulangi Resiko Banjir di Kecamatan Wara Kota Palopo 
Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak 
cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga 
dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan proaktif dari berbagai pihak, baik 
itu pada pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha 
dan masayarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana 
yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya 





dengan baik dan sukses menguarangi resiko bencana (Johan Minnie, 
2010). 
Terkait tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan 
bencana, seperti wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Wara Kota 
Palopo, sebagai berikut : 
“Alhamdulillah selama ini bagus, karena sudah jauh 
sebelumnya kita  sudah memberikan sosialisasi pemahaman 
tentang kebencanaan dan pada saat terjadi bencana. 
Alhamdulillah masyarakat juga dengan pemerintah serentak 
membantu keluarga yang terkena bencana itu.” (wawancara 
dengan AR tanggal 8 Januari Maret 2015). 
 
Dari hasil wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Wara Kota 
Palopo diatas mengatakan bahwa masyarakat yang ada di sekitar 
Kecamatan Wara telah bekerjasama dengan baik. Ini terlihat ketika 
terjadi bencana masyarakat bersama pemerintah bahu membahu 
membantu warga lain yang terkena dampak resiko bencana. Dimana 
bekal tersebut didapat dari hasil sosialisai pemerintah untuk 
mengantisipasi datangnya banjir, sehingga ketika terjadi bencana 
masyarakat sudah tahu langkah yang akan dilakukan untuk 
meyelamatakan diri sampai menolong warga lain yang terkena dampak 
bencana. 
Wawancara dengan salah satu masyarakat yang tinggal di 
Kecamatan Wara mengatakan sebagai berikut : 
“Kami disini selalu dibekali pengetahuan dan juga peringatan 
ketika akan memasuki musim hujan. Kami diminta untuk selalu 
waspada khususnya yang tinggal di dekat sungai.” (Wawancara 






Dari penuturan diatas mengindikasikan bahwa masyarakat telah 
menerima dengan baik pengetahuan dan himbauan yang disosialisasikan 
oleh pemerintah sehingga masyarakat telah mengantisipasi segala 
kemungkinan yang bisa terjadi. Ini menindikasikan bahwa peran 
pemerintah dalam melaksanakan konsep manajemen penanggulangan 
bencana yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. 
Wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai berikut : 
“Masyarakat disini telah diantisipasi dan dilibatkan untuk 
bekerjasama dengan pemerintah yaitu BPBD untuk yang 
memonitoring dan diberikan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang antisipasi masalah bencana banjir.” (Wawancara dengan 
AA tanggal 9 Januari 2015). 
 
Dari pernyataan Tokoh Masyarakat diatas mengungkapkan 
kerjasama yang dibangun antara pemerintah untuk memberdayakan 
masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian 
akibat banjir, sehingga dalam mengantisipasi semuanya telah dilakukan 
sosialisai prabencana. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan 
fungsi antisipasi, merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan 
bencana yaitu Legistimasi 
Wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai berikut : 
“Kami bersama warga yang lain membantu membenahi fasilitas 
yang rusak akibat terjangan banjir, seperti rumah-rumah warga, 
jalan dan sebagainya sehingga dapat dipergunakan kembali 
setelah terjadi banjir sehingga tidak butuh waktu lama untuk 
bangkit kembali. (Wawancara dengan BA tanggal 9 Januari 2015). 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan diatas mengungkapkan 





dapat dipergunakan kembali. Pemulihan darurat dengan operasi tanggap 
darurat pada aspek pemulihan darurat berupa perbaikan prasarana san 
sarana vital seperti : jalan. Hal ini dapat dilakukan sejak sesaat setelah 
kejadian bencana. Tujuannya adalah untuk mempercepat normalisasi 
kehidupan sosial ekonomi sehingga masyarakat dapat menjalani 
kehidupan sehari-harinya. 
Wawancara dengan salah masyarakat, sebagai berikut : 
“Saya sangat bersyukur karena kita sudah mengantisipasi meski 
ketika terjadi bencana alam ada himbauan dari pemerintah 
setempat, akan tetapi masyarakat sudah tahu apa yang dilakukan 
dari bekal yang mereka dapatkan sebelumnya.” (Wawancara 
dengan NU tanggal 10 Januari 2015). 
 
Dari penuturan salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa 
masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi 
bencana tanpa menunggu intruksi dari pemerintah kettika terjadi darurat 
sehingga masyarakat tidak tergesa-gesa karena sudah ada bekal 
sebelumnya. Sehingga pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dalam 
memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan tanggap darurat 
yang meliputi. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, 
kerusakan, kerugian dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi 
masyarakat terkena banjir (Nurjanah, 2010: 99). 
Ketika terjadi bencana tentunya dibutuhkan penanggulangan 
bencana yang dibutuhkan adalah tentunya dana untuk penanggulangan 
bencana, serta dalam mengatasi kesulitan  masyarakat dilakukan dengan 





Wawancara dengan Tokoh Pemuda sebagai berikut : 
“Dalam rekontruksi pembangunan beronjong tepi sungai, dananya 
sudah ada disiapkan oleh pemerintah. Terkadang ada juga 
masyarakat ikut berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga.” 
(Wawancara dengan HA tanggal 10 Januari). 
 
Dalam penanganan masalah bencana banjir masyarakat 
dilibatkan dalam pekerjaannya. Hal ini untuk memberdayakan masyarakat 
dan agar mereka bekerja dan mengetahui sendiri kebutuhan yang penting 
untuk sejauh mana kebutuhan mereka. Peran masyarakat memang 
penting untuk dilibatkan agar fungsi kontrolnya dapat berfungsi, sehingga 
mereka dapat mengawasi sendiri pembangunan daerahnya. 
Sehubungan dengan masalah pembangunan dan pendanaan. 
Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Palopo, sebagai berikut : 
“Iya, kami sangat berterima kasih atas sumbangan tenaga dari 
masyarakat yang sudah peran aktif masyarakat dalam 
pembangunan tersebut.” (Wawancara dengan IH tanggal 8 
Januari 2015). 
 
Dari wawancara dengan informan tersebut mengatakan bahwa 
dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan pemerintah dalam hal ini 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), membutuhkan 
keterlibatan masyarakat. Apalagi dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pembangauan di zaman modern sekarang semakain 
sulit karena nilai kerjasama, gotong royong dan berbagai kearifan lokasi 





Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo, sebagai berikut : 
“Dalam kegiatan, anggaran yang dikeluarkan dalam pembuatan 
beronjong anggarannya di kelola sendiri oleh pemerintah daerah 
di bidang sekertariat keuangan daerah, disini campur tangan 
camat sekedar mengetahui saja tapi tidak terlibat dalam 
pembangunan.” (Wawancara dengan IH tanggal 8 Januari 2015). 
 
Dari pernayataan informan diatas memberikan gambaran 
terhadap peneliti bahwa bagaimana pengelolaan anggaran dikelola, yaitu 
dalam tahap pengelolaan dana di kelola sendiri oleh sekertariat daerah 
bidang keuangan sehingga fungsi Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), adalah pelaksana lapangan saja tidak diberikan 
wewenang dalam pengelolaan dana. Sehingga dalam hal ini pihak 
pemerintah mempunyai membagi fungsinya masing-masing. Tentunya 
dalam pelaksanaan program instansi yang satu dengan yang lain fokus 
pada kewajibannya sehingga dalam program penanggulangan bencana 
tidak terpecah karena mempunyai jobnya tersendiri. 
 
Wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai berikut : 
“Jadi setelah di bangun beronjong dan penguatan tebing, 
masyarakat mengawasi sendiri yang kemudian mengontrol dan 
merawat bangunan tersebut agar tetap terjaga dan berfungsi 
sebagaimana semestinya, masyarakat juga menjaga kebersihan 
sekitar lingkungannya, tidak membuang sampah yang dapat 
menghambat aliran sungai, setiap hari Jumat di adakan Jumat 
Bersih” . (Wawancara dengan BA tanggal 8 Januari 2015) 
  
Penulis menarik kesimpulan dari pernyataan informan tersebut 





pemeliharaan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya bencana yaitu 
berfungsi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, 
antisipasi yang dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Hal 
tersebut bisa dijadikan sebagai alternatif perencanaan partisipatif 
penanggulangan bencana kedepannya. 
Sehubungan dengan pernyataan diatas wawancara dengan salah 
satu staf di Kecamatan Wara Kota Palopo memberikan pernyataan 
masalah kerjasama yang dilakukan masyarakat sebagai berikut : 
“Untuk saat ini kita melakukan pendekatan intensif kepada tokoh 
masyarakat bahkan tokoh pemuda untuk mengajak masyarakat 
yang lain untuk bersama-sama melakukan pengawasan dini 
khusus di sekitar kawasan sungai, menjaga lingkungannya, turun 
ke kelurahan bersama-sama bergotong-royong dalam Jumat 
Bersih, membersihkan drainase dan sebagainya”. (Wawancara 
dengan TP  tanggal 8 Januari 2014). 
 
Dari pernyataan informan tersebut peran pemerintah juga saat ini 
telah melakukan pendekatan intensif kepada tokoh masyarakat dan tokoh 
pemuda. Pemerintah menjalin hubungan dan menyadarkan masyarakat 
agar mudah menjaga lingkungannya dan infrastruktur yang telah dibangun 
agar dapat mencegah bencana banjir. 
Berkaitan wawancara dengan informan diatas, wawancara dengan 
Sekertaris Camat Wara juga memberikan asumsi sebagai berikut : 
“Dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana 
untuk mengurangi resiko bencana banjir maka bersama-sama 
dengan masyarakat dilakukan pertemuan-pertemuan formal yang 
mana kita mengakomodasikan materi tentang 
kebencanaan/penanggulangan bencana khususnya masa 
kedaruratan bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam 





oleh BPBD atau Damkar.” (Wawancara dengan AR tanggal 8 
Januari 2015). 
 
Penulis menyimpulkan informasi dari pernyataan informan diatas 
bahwa dalam rangka menghadapi bencana alam yaitu perlu dilakukan 
pendidikan dini tentang tanggap darurat, serta pelatihan-pelatihan 
sehingga senantiasa memberikan manfaat dan tentunya kesiapsiagaan 
bagian setiap masyarakat ketika menghadapi bencana. 
Berdasarakan dari hasil wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi di lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama 
pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana 
banjir di Kecamatan Wara Kota Palopo dapat dikatakan terjalin dengan 
baik untuk itu harus ditingaktkan lagi agar hubungan yang terjalin menjadi 
contoh bagi yang lain. 
Faktor pendukung pengawasan adalah masyarakat sangat 
merespon dan menerima dengan baik sosialisasi-sosialisasi yang 
dikatakan oleh pemerintah sehingga terjadi hubungangan timbal balik dan 
tercapainya tujuan pencapaian misi. Adanya kesadaran dari masyarakat 
untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam sehingga sangat 
membantu pemerintah dalam melaksanakan programnya, mengingat 
bahwa pemerintah juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat 
dalam penanggulangan bencana. 
Perlindungan terhadap masyarakat dalam pemulihan bencana 





mengingat pengetahuan masyarakat tentang menjaga kondisi alam agar 
tetap terjaga keasliannya sangat minim. 
Adapun faktor penghambat dalam penanganan bencana adalah 
lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku penebang pohon 
secara besar-besaran. Dapat dilihat dari keterangan Kepala Peaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sendiri yang masih 
berpikir tentang harus menggunakan cara bagaimana untuk menindaki hal 











1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 
menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Wara Kota 
Palopo sudah baik, ini terlihat dalam peranan Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 
penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu 
cepat dan tepat bahwa penanggulangan bencana dilakukan 
secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya 
koordinasi yang baik dengan instansi/dinas terkait sebagai upaya 
penanggulangan bencana yang disadarkan pada koordinasi yang 
baik dan saling medukung, serta dalam penanggulangan bencana 
harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang. 
Upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD),  yang selalu berupaya untuk melakukan 
penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat sebelum terjadi 
bencana sebagai analisis upaya yang nyata dilakukan oleh 
pemerintah daerah Kota Palopo. 
2. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi 
resiko bencana banjir sudah baik, sebagaimana diketahui 






yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya, masyarakat 
juga ikut dalam menjaga beronjong yang telah dibangun sebagai 
penopang tebing sungai agar tidak terjadi pengikisan yang dapat 
menyebabkan terjadinya erosi. Masyarakat juga selalu tanggap 
dalam menyikapi imbauan dari pemerintah seperti peringatan 
prabencana dan keikutsertaan dalam pengadaan logistik dan 
bahan pembuatan beronjong. 
 
5.2. Saran 
1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), agar tetap konsisten menjaga  prinsip badan 
penanganggulan bencana. 
2. Pemerintah daerah sebaiknya membangun tanggul sekunder yaitu 
tanggul yang dibangun diatas bantaran sungai atau yang 
dibangun dibelakang tanggul primer (tanggul yang sudah ada) 
yang berfungsi sebagai pengamanan atau pertahanan kedua 
apabila tanggul primer jebol atau rusak akibat debit banjir. 
3. Pemerintah daerah segera mencari solusi bagaimana  masyarakat  
tidak lagi melakukan penebangan pohon dan penambangan liar di 
daerah hulu (Desa Mawa) sebelum terjadi penebangan dan 
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
1. Perda apa saja yang mengatur tentang penanggulangan bencana? 
2. Bagaimana hubungan kerjasama antara BPBD dengan instansi/dinas 
terkait? 
3. Bagaimana hubungan kerjasama antara BPBD dengan masyarakat? 
4. Upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam menanggulangi bencana 
banjir? 




1. Bagimana peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi 
bencana banjir? 
2. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi bencana banjir? 
3. Apakah pihak BPBD atau ada instansi/dinas yang pernah mengadakan 
sosialisasi mengenai kebencanaan dan cara penanggulangan dini 
bencana banjir? 










Masyarakat (Korban Banjir) 
1. Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak BPBD dengan 
masyarakat sekitar? 
2. Apa saja yang dilakukan Pemda dalam penanggulangan bencana 
banjir? 
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalan penanggulangan bencana 
banjir? 
4. Apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai kebencanaan dan cara 
































































































































a. Kepala Pelaksana BPBD 
 

















c. Sekertaris Camat 
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